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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR: HK. 01.03/F/2268/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI PENAMBAHAN NILAI
SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
PADA INSTANSI PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2022

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan DIKTUM Ketujuh Belas
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang
Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan, maka perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan
Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada
Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 5587) sebagaimana telah
dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5679);



Menetapkan

3. Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6391);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022
tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga

Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI
PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA
INSTANSI PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2022.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan ini

yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan

Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya
disingkat JF Kesehatan adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak tenaga kesehatan yang berstatus sebagai ASN
dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan
sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang
dilakuan secara mandiri atau berkolaborasi.

Tenaga Kesehatan Non ASN yang selanjutnya disebut
nakes Non ASN adalah individu tenaga kesehatan yang
ditugaskan sebagai tenaga kesehatan bukan ASN pada
fasilitas kesehatan yang diselenggarakan instansi pusat
dan instansi daerah dan tercatat sebagai tenaga
kesehatan eksisting dalam database Sistem Informasi
Sumber Daya  Manusia Kesehatan  (SISDMK)
Kementerian Kesehatan.

Eks Tenaga Honorer Kategori II yang selanjutnya
disebut Eks THK-II adalah individu yang terdaftar dalam
pangkalan data Badan Kepegawaian Negara.

Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
Kesehatan yang selanjutnya disebut aplikasi SI-SDMK
adalah aplikasi utama yang mengelola informasi tentang
SDM Kesehatan dan memfasilitasi pengumpulan data
tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan di seluruh

Indonesia.



10.

11.

12.

13.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR
adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh konsil
masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga
kesehatan yang telah diregistrasi.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga
pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga
negara dan kesekretariatan lembaga non struktural.
Instansi Daerah adalah perangkat provinsi dan
kabupaten/kota yang meliputi secretariat daerah,
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas
daerah dan lembaga teknis daerah.

Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran
terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam
Pengadaan ASN.

Pantia Seleksi Nasional yang selanjutnya disingkat
Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan
seleksi calon ASN secara nasional.

Panitia Seleksi Instansi Pusat yang selanjutnya
disingkat Pansel Instansi Pusat adalah panitia
penyelenggara seleksi pengadaan PPPK JF Kesehatan
pada Kementerian/Lembaga.

Panitia Seleksi Instansi Daerah yang selanjutnya
disingkat Panselda adalah panitia penyelenggara seleksi
pengadaan PPPK JF Kesehatan pada Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang selanjutnya
disebut Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya
di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga Kesehatan



Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk
memberikan pedoman bagi Panselnas, Pansel Instansi Pusat,
dan Panselda dalam melaksanakan verifikasi penambahan
nilai seleksi kompetensi teknis PPPK JF Kesehatan pada

Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.

Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:
a. Penambahan Nilai Kompetensi Teknis PPPK JF
Kesehatan; dan
b. Tata Cara Verifikasi dan Validasi Penambahan Nilai

Kompetensi Teknis PPPK JF Kesehatan.

BAB II
PERSYARATAN PELAMAR PPPK JF KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4
(1) Pelamar PPPK JF Kesehatan Tahun Anggaran 2022,
yang dapat melamar dan diberikan Penambahan Nilai

Kompetensi Teknis adalah:

a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar
dalam pangkalan data (database) pada Badan
Kepegawaian Negara; atau

b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang
terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan paling
lambat tanggal 1 April 2022

(2) Pelamar PPPK JF Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, merupakan Pelamar yang sudah
melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid

oleh Kementerian Kesehatan.



Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan bagi Pelamar PPPK JF Kesehatan, terdiri atas:

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Persyaratan Umum; dan

Persyaratan Khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum bagi Pelamar PPPK JF Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 huruf (a)
mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang
dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan
urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pelamar PPPK JF Kesehatan, harus memiliki kualifikasi
pendidikan sesuai dengan formasi jabatan fungsional

yang dilamar.

Pasal 7

Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki STR
sebagai Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b.

Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki masa
kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang
dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu:

a. 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli

pertama;
b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda; atau

c. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya.

Pasal 8
Persyaratan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1), dikecualikan bagi Pelamar PPPK pada formasi
jabatan fungsional administrator kesehatan, dan

jabatan fungsional entomolog kesehatan.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki masa

kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang

dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu:

a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli
pertama; atau

b. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli

madya.

Pasal 9
Pelamar PPPK JF Kesehatan wajib mengunggah
dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 melalui laman SSCASN
Ketentuan pengunggahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III
VERIFIKASI DAN VALIDASI PENAMBAHAN NILAI
KOMPETENSI TEKNIS PPPK JF KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10
Tahapan seleksi pelamar PPPK JF Kesehatan terdiri
atas:
a. seleksi administrasi;
b. seleksi kompetensi; dan
c. seleksi wawancara.
Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi terhadap
pelamar PPPK JF Kesehatan yang sesuai dengan kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia seleksi yang
dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang dikeluarkan oleh Kementerian yang
menyelenggarakan urusan Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 11

Verifikasi dan validasi terhadap pelamar PPPK JF
melalui seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap
persyaratan umum dan persyaratan khusus.
Pelaksanaan seleksi administrasi terhadap persyaratan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan
oleh Panselnas.

Pelaksanaan seleksi administrasi terhadap persyaratan
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

dilakukan oleh Pansel Instansi Pusat atau Panselda.

Pasal 13

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf b memuat:

a. Kompetensi Teknis;

b. Kompetensi Manajerial; dan

c. Kompetensi Sosial Kultural

Verifikasi dan validasi terhadap pelamar PPPK JF

melalui seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan oleh:

a. Pansel Instansi Pusat untuk pelamar PPPK JF
Kesehatan yang melamar pada fasilitas kesehatan
milik Instansi Pusat; dan

b. Panselda untuk pelamar PPPK JF Kesehatan yang
melamar pada fasilitas kesehatan milik Instansi

Daerah.



Pasal 13

Seleksi kompetensi dan seleksi wawancara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan c¢ dilaksanakan

dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT)

milik Badan Kepegawaian Negara.

(1)

(2)

Bagian Kedua

Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis

Pelamar PPPK JF Kesehatan

Pasal 14

Penambahan nilai kompetensi teknis diberikan bagi

bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang telah memenuhi

kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Kriteria dan persentase penambahan nilai kompetensi

teknis bagi pelamar PPPK JF Kesehatan adalah sebagai
berikut:

a.

35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kompetensi

teknis paling tinggi yaitu sebesar 158 (seratus lima

puluh delapan), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan

pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria

terpencil dan sangat terpencil sesuai registrasi

Semester [ dan Semester II Tahun 2021;

25% (dua puluh lima persen) dari nilai kompetensi

teknis paling tinggi yaitu sebesar 113 (seratus tiga

belas), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang:

1) berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat
mendalftar;

2) berstatus sebagai nakes Non ASN;

3) memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga)
tahun secara terus menerus; dan

4) melamar pada fasilitas kesehatan tempat
bekerja saat ini.

15% (lima belas persen) dari nilai kompetensi

teknis paling tinggi yaitu sebesar 68 (enam puluh

delapan), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang:

1) berstatus sebagai nakes Non ASN; dan



(1)

(2)
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2) melamar pada fasilitas kesehatan tempat
bekerja saat ini.

d. 10% (sepuluh persen) dari nilai kompetensi teknis
paling tinggi yaitu sebesar 45 (empat puluh lima),
bagi penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi
jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan
jabatan yang dilamar; dan

e. 5% (lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling
tinggi yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga), bagi
pelamar yang sedang dan/atau telah
melaksanakan pengabdian berupa salah satu
pelayanan kesehatan masyarakat melalui
penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai
berikut:

1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);

2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);

3) Nusantara Sehat Individu (NSI);

4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau

5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/
Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

Pasal 15

Verifikasi dan Validasi Penambahan Nilai Seleksi
Kompetensi Teknis Pelamar PPPK JF Kesehatan
terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Seleksi
Nasional.

Verifikasi dan Validasi Penambahan Nilai Seleksi
Kompetensi Teknis Pelamar PPPK JF Kesehatan
terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e

dilaksanakan oleh Pansel Instansi Pusat atau Panselda.



(1)

(2)

(3)

(1)
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Pasal 16
Tata cara verifikasi dan validasi penambahan nilai
kompetensi teknis PPPK JF Kesehatan tercantum dalam
Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
HELP DESK

Pasal 17
Dalam pelaksanaan Seleksi PPPK JF Kesehatan pada
Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022 dibentuk help desk
sebagai layanan informasi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022.
Layanan informasi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam
rangka memberikan informasi dan merespon pertanyaan
serta keluhan terkait pelaksanaan seleksi PPPK JF
Kesehatan Tahun 2022.
Layanan informasi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 terdiri
dari:
a. Call Center HALO KEMKES 1500567
b.  Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang
dapat diakses melalui https://faqg.kemkes.go.id/
d. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui
https:/ /nakes.kemkes.go.id /pppk2022

BAB V
PENDANAAN

Pasal 18
Pendanaan penyelenggaraan Seleksi PPPK JF Kesehatan
Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022 bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.


https://faq.kemkes.go.id/
https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022
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(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

ayat (1)

peraturan

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2022
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LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
TENAGA KESEHATAN

NOMOR HK.01.03/F/2268/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
VERIFIKASI PENAMBAHAN NILAI
SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN PADA INSTANSI PUSAT DAN
DAERAH TAHUN 2022.

DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

Dokumen pesyaratan yang diunggah oleh pelamar PPPK JF Kesehatan meliputi:

1.

Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan
ukuran maksimal 200 KB;

Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah
ditandatangani E-meterai;

Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah
ditandatangani E-meterai;

Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah
melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku,;
Scan Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan
yang dipersyaratkan;

Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat
Keputusan Penyetaraaan [jazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai
Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif

(IPK) dari Kemendikbud,;
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Scan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship ASLI bagi Jabatan

Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat

pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa

berlaku yang tertulis dalam STR,;

Scan SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan

Berkinerja Baik;

Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:

- surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat
Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan

- video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan

tugas sebagai tenaga kesehatan.

SIRBIKCNUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

‘ﬁ‘@ﬁ\ NDONESIA,
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LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
TENAGA KESEHATAN

NOMOR HK.01.03/F/2268 /2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
VERIFIKASI ~ PENAMBAHAN  NILAI
SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN PADA INSTANSI PUSAT DAN
DAERAH TAHUN 2022.

TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI PPPK JF KESEHATAN

TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI ADMINISTRASI

Untuk verifikasi dan validasi persyaratan umum mengikuti ketentuan

Panselnas. Khusus bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang dipersyaratkan

STR maka verifikasi dilakukan sebagai berikut :

1.

Valid

Jika scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship

terunggah dan masih berlaku pada saat pelamaran serta sesuai

dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa

berlaku yang tertulis dalam STR.

Tidak Valid

a. Jika scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship

tidak terunggah .

jabatan yang dilamar.
Contoh:
1)

Jika scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship
terunggah tetapi telah habis masa berlaku
Jika scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship

terunggah, masih berlaku, namun STR tidak sesuai dengan

Pelamar A adalah tenaga teknis laboratorium dengan kualifikasi
pendidikan D-III Analis Kesehatan.
Pelamar A melamar pada formasi Pranata Laboratorium

Kesehatan jenjang Terampil.



2)
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b) Pelamar A memiliki STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik
yang masih berlaku.

c) Pelamar A dapat membuktikan dokumen persyaratan
sehingga dinyatakan valid.

Kesimpulan:

Pelamar A memenuhi syarat STR

Pelamar B adalah Dokter dengan kualifikasi pendidikan Profesi

Dokter

a) Pelamar B melamar pada formasi Dokter jenjang Ahli
pertama.

b) Pelamar B mengunggah STR Internship.

c) Pelamar B tidak dapat membuktikan dokumen persyaratan
sehingga dinyatakan tidak valid.

Kesimpulan:

Pelamar B tidak memenuhi syarat STR

Pelamar C adalah tenaga surveilans dengan kualifikasi

pendidikan S1 Kesehatan Lingkungan

a) Pelamar C melamar pada formasi Epidemiolog Kesehatan
jenjang Ahli Pertama.

b) Pelamar C memiliki STR Epidemiolog Kesehatan yang masih
berlaku.

c) Pelamar C dapat membuktikan dokumen persyaratan
sehingga dinyatakan valid.

Kesimpulan :

Pelamar C memenuhi syarat STR

Pelamar D adalah tenaga teknis kefarmasian dengan kualifikasi

pendidikan D-III Farmasi

a) Pelamar D melamar pada formasi Asisten Apoteker jenjang
Terampil.

b) Pelamar D memiliki STR Tenaga Teknis Kefarmasian yang
diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.

c) Pelamar D dapat membuktikan dokumen persyaratan
sehingga dinyatakan valid.

Kesimpulan :

Pelamar D memenuhi syarat STR
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S5) Pelamar E adalah dokter spesialis anak dengan kualifikasi

pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak

a) Pelamar E melamar pada formasi Dokter Ahli Pertama untuk
memenuhi kebutuhan Dokter Spesialis Anak.

b) Pelamar E mengunggah STR Dokter Umum.

c) Pelamar E tidak dapat membuktikan dokumen persyaratan
sehingga dinyatakan tidak valid.

Kesimpulan:

Pelamar E tidak memenuhi syarat STR

TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI PENAMBAHAN NILAI
KOMPETENSI TEKNIS

Tata cara verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang menjadi bukti

kelayakan pelamar untuk memperoleh penambahan nilai seleksi

kompetensi teknis menggunakan skema verifikasi pembuktian sebagai

berikut:

1.

Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan
kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1345 Tahun 2022 tentang Data Pusat Kesehatan
Masyarakat Terregistrasi Semester I dan Semester II Tahun 2021,
mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari
nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima
puluh delapan).

Verifikasi pembuktian:

Dilakukan dengan pembuktian langsung yang diotomatisasi oleh
sistem pada SSCASN BKN terhadap Nama dan Kriteria Puskemas
tujuan pelamar yang termasuk dalam kriteria Pusat Kesehatan
Masyarakat Terpencil atau Pusat Kesehatan Masyarakat Sangat
Terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1345 Tahun
2022 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terregistrasi
Semester I dan Semester II Tahun 2021

Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat
mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara
terus menerus sampai saat ini (pada saat melamar), serta melamar di
fasilitas kesehatan milik Pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai

nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua
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puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu

sebesar 113 (seratus tiga belas).

Verifikasi pembuktian:

a.

Usia 35 tahun keatas berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada

[jazah yang diunggah

Masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus

sampai saat ini (pada saat melamar), berdasarkan SK Penugasan

dan Surat Keterangan yang menyatakan paling singkat 3 (tiga)

tahun dari:

1) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat bagi pelamar yang
memiliki pengalaman kerja di Pusat Kesehatan Masyarakat

2) Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki
pengalaman kerja di Rumah Sakit

3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki
pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi
pratama

4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki

pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator

yang terunggah dalam SSCASN, dengan skema validasi seperti

dibawah ini:

SISDMK VALIDASI INSTANSI HASIL AKHIR
Sesuai Sesuai Valid
Sesuai Tidak Sesuai Tidak Valid

Tidak Sesuai Sesuai Valid

a.

Dari skema di atas, dapat disimpulkan:

Valid

1) Jika scan asli SK Penugasan tempat bekerja paling
singkat 3 tahun secara terus menerus sampai saat ini
terunggah dan sesuai; dan

2) Jika scan Surat Keterangan yang menyatakan paling
singkat 3 (tiga) tahun di stempel dan di tandatangani

oleh Kepala Unit Kerja terunggah dan sesuai.
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Tidak Valid

1) Jika scan asli SK Penugasan tempat bekerja paling
singkat 3 tahun secara terus menerus sampai saat ini
dan scan Surat Keterangan yang menyatakan paling
singkat 3 (tiga) tahun di stempel dan di tandatangani
oleh Kepala Unit Kerja serta terunggah dan tidak sesuai

2) Jika scan asli SK Penugasan tempat bekerja paling
singkat 3 tahun secara terus menerus sampai saat ini
dan scan Surat Keterangan yang menyatakan paling
singkat 3 (tiga) tahun di stempel dan di tandatangani

oleh Kepala Unit Kerja tidak terunggah dan tidak sesuai

Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah tempat

bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat

tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi

kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan);

Verifikasi pembuktian:

a.

Melamar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah tempat bekerja

saat ini sebagai non aparatur sipil negara, berdasarkan Surat

Keterangan Bekerja di Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah

Tempatnya Bekerja Saat Ini dari :

1)

2)

3)

4)

Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat bagi pelamar yang
memiliki pengalaman kerja di Pusat Kesehatan Masyarakat.
Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki
pengalaman kerja di Rumah Sakit milik Pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki
pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi
pratama.

Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki

pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator.

yang terunggah dalam SSCASN, dengan skema validasi seperti

dibawah ini:

SISDMK VALIDASI INSTANSI HASIL AKHIR
Sesuai Sesuai Valid
Sesuai Tidak Sesuai Tidak Valid

Tidak Sesuai Sesuai Valid
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Dari skema di atas, dapat disimpulkan:

a.

Valid

Jika scan asli Surat Keterangan Bekerja di Fasilitas

Kesehatan milik Pemerintah Tempatnya Bekerja Saat Ini

stempel dan di tandatangani oleh Kepala Unit Kerja serta

terunggah dan sesuai.

Tidak Valid

1) Jika scan asli Surat Keterangan Bekerja di Fasilitas
Kesehatan milik Pemerintah Tempatnya Bekerja Saat Ini
stempel dan di tandatangani oleh Kepala Unit Kerja
serta terunggah dan tidak sesuai.

2) Jika scan asli Surat Keterangan Bekerja di Fasilitas
Kesehatan milik Pemerintah Tempatnya Bekerja Saat Ini
stempel dan di tandatangani oleh Kepala Unit Kerja

serta terunggah dan sesuai.

Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan

derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar

mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai

paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);

Verifikasi pembuktian:

Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan

mencocokan persyaratan berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Reformasi dan Birokrasi Nomor 29 tahun 2021.

a. Valid

1)

2)

Jika scan asli surat keterangan dari dokter rumah sakit
pemerintah /Pusat Kesehatan Masyarakat yang
menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya terunggah; dan
Jika video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari
pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan
bersesuaian terhadap syarat jabatan yang dilamar,

terunggah.
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Tidak Valid

1)

2)

3)

Jika scan asli surat keterangan dari dokter rumah sakit
pemerintah /Pusat Kesehatan Masyarakat yang
menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya tidak
terunggah.

Jika asli surat keterangan dari dokter rumah sakit
pemerintah /Pusat Kesehatan Masyarakat yang
menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya terunggah,
namun video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-
hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga
kesehatan tidak sesuai terhadap syarat jabatan yang dilamar.
Jika scan asli surat keterangan dari dokter rumah sakit
pemerintah /Pusat Kesehatan Masyarakat yang
menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya dan video
singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar
dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan tidak

sesuai terhadap syarat jabatan yang dilamar tidak terunggah.

penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi

kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga), bagi Pelamar yang

sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu

pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian

Kesehatan sebagai berikut:

Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
Nusantara Sehat Individu (NSI);

a.
b.
C.

d.

c.

Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau

Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter
Spesialis (PGDS);

Verifikasi pembuktian:

berdasarkan scan dokumen asli bukti pengabdian yang terunggah :

Untuk PTT Kementerian Kesehatan terdiri dari Dokter/Dokter

a.

Spesialis, Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan Bidan:

1)

2)

Bagi yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat
Selesai Masa Bakti/Penugasan dari Pemerintah Daerah;
Bagi yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK

Penugasan dari Kementerian Kesehatan;
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Untuk Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI)
maupun Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) adalah Surat
Keterangan Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah.

Untuk Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus
DTPK) yang telah melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan
dari Kementerian Kesehatan.

Untuk Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter
Spesialis (PGDS) yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat

Selesai Pengabdian dari Kementerian Kesehatan.

dengan skema validasi seperti di bawah ini:

VALIDASI INSTANSI HASIL AKHIR
Sesuai Valid
Tidak Sesuai Tidak Valid

Dari skema di atas, dapat disimpulkan:

a.

Valid

1) Jika scan asli Surat Selesai Masa Bakti/Penugasan sebagai
Dokter/Dokter Spesialis, Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan
Bidan PTT Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah terunggah dan sesuai.

2) Jika scan asli SK Penugasan yang sedang melaksanakan
pengabdian  sebagai  Dokter/Dokter Spesialis, Dokter
Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan Bidan PTT Kementerian
Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan
terunggah dan sesuai.

3) Jika scan asli Surat Keterangan Selesai Masa Tugas sebagai
Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun
Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) Kementerian Kesehatan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terunggah dan sesuai.

4) Jika scan asli SK Penugasan sebagai Penugasan Khusus
Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) dan telah
melaksanakan pengabdian yang diterbitkan oleh Kementerian
Kesehatan terunggah dan sesuai.

5) Jika scan asli Surat Selesai Pengabdian sebagai Wajib Kerja
Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis
(PGDS) Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh

Kementerian Kesehatan terunggah dan sesuai.
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Tidak Valid

1)

2)

3)

4)

5)

Jika scan asli Surat Selesai Masa Bakti/Penugasan sebagai
Dokter/Dokter Spesialis, Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan
Bidan PTT Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah terunggah dan tidak sesuai (selain PTT yang
diangkat oleh Kementerian Kesehatan), atau tidak terunggah;
Jika scan asli SK Penugasan yang sedang melaksanakan
pengabdian  sebagai  Dokter/Dokter  Spesialis, Dokter
Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan Bidan PTT Kementerian
Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan
terunggah dan tidak sesuai (selain yang diterbitkan oleh
Kementerian Kesehatan) atau tidak terunggah;

Jika scan asli Surat Keterangan Selesai Masa Tugas sebagai
Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun
Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) Kementerian Kesehatan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terunggah dan tidak
sesuai (selain yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan),
atau tidak terunggah;

Jika scan asli SK Penugasan sebagai Penugasan Khusus
Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) dan telah
melaksanakan pengabdian yang diterbitkan oleh Kementerian
Kesehatan terunggah dan tidak sesuai (selain yang diterbitkan
oleh Kementerian Kesehatan), atau tidak terunggah;

Jika scan asli Surat Selesai Pengabdian sebagai Wajib Kerja
Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis
(PGDS) Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh
Kementerian Kesehatan terunggah dan tidak sesuai (selain
yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan), atau tidak

terunggah.




1.

Kriteria Penambahan Nilai I
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LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR  JENDERAL

TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.01.03/F/2268 /2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
VERIFIKASI ~ PENAMBAHAN  NILAI
SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN PADA INSTANSI PUSAT DAN
DAERAH TAHUN 2022.

CONTOH SIMULASI DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria

terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1345 Tahun 2022 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terregistrasi

Semester I dan Semester II Tahun 2021, mendapat tambahan nilai sebesar

35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu

sebesar 158 (seratus lima puluh delapan).

Contoh simulasi:

Pelamar tenaga perawat

Perawat termasuk jenis JF Kesehatan yang mensyaratkan STR dimana NAB

kompetensi teknis adalah O (nol).

a. Pelamar A adalah perawat dengan Kualifikasi Pendidikan D-III

Keperawatan

1)

2)

3)

Pelamar A bekerja sebagai perawat kontrak daerah (Non ASN) di
Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan, yang terletak di
Kabupaten Simeleu, Provinsi Aceh.

Pelamar A melamar pada formasi jabatan Perawat Terampil di Pusat
Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan termasuk Pusat

Kesehatan Masyarakat dengan kategori Terpencil.
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4) Pelamar A mendapatkan penambahan nilai sebesar 35% dikali 450
yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan).

Pelamar B adalah perawat dengan Kualifikasi Pendidikan D-III

Keperawatan

1) Pelamar B bekerja sebagai perawat kontrak daerah (Non ASN) di
Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan, yang terletak di
Kabupaten Simeleu, Provinsi Aceh.

2) Pelamar B melamar pada formasi jabatan Perawat Terampil di Pusat
Kesehatan Masyarakat Blang Cut.

3) Pusat Kesehatan Masyarakat Blang Cut termasuk Pusat Kesehatan
Masyarakat dengan kategori Perkotaan.

4) Pelamar B tidak mendapatkan penambahan nilai untuk kriteria ini.

Pelamar C adalah perawat dengan Kualifikasi Pendidikan D-III

Keperawatan

1) Pelamar C bekerja sebagai perawat kontrak daerah (Non ASN) di
Pusat Kesehatan Masyarakat Simuk, yang terletak di Kabupaten Nias
Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

2) Pelamar C melamar pada formasi jabatan Perawat Terampil di Pusat
Kesehatan Masyarakat Simuk.

3) Pusat Kesehatan Masyarakat Simuk termasuk Pusat Kesehatan
Masyarakat dengan kategori Sangat Terpencil.

4) Pelamar C mendapatkan penambahan nilai sebesar 35% dikali 450
yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan).

Pelamar D adalah perawat dengan Kualifikasi Pendidikan D-III

Keperawatan

1) Pelamar D bekerja sebagai perawat kontrak daerah (Non ASN) di
Pusat Kesehatan Masyarakat Hilisataro, yang terletak di Kabupaten
Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

2) Pelamar D melamar pada formasi jabatan Perawat Terampil di Pusat
Kesehatan Masyarakat Desa Teluk.

3) Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Teluk termasuk Pusat Kesehatan

Masyarakat dengan kategori Pedesaan.
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4) Pelamar D tidak mendapatkan penambahan nilai untuk kriteria ini.

Faskes yang Kriteria Afirmasi | Nilai Akhir
No| Nama Jabatan Faskes Asal dilamar Fasl.(es yang | CAT SKT (35%) CAT SKT Keterangan
dilamar
Puskesmas Puskesmas
A Perawa_t Teupah Teupah Terpencil 190 158 348 Ment_japatkan
Terampil afirmasi
Selatan Selatan
Perawat Puskesmas Puskesmas Tidak
B . Teupah Perkotaan 185 0 185 mendapatkan
Terampil Blang Cut . .
Selatan afirmasi
c Perawa_t Puskesmas Puskesmas Sangat. 197 158 355 Men(_japatkan
Terampil Simuk Simuk Terpencil afirmasi
Tidak
P Pusk Pusk
D erawaj[ u.s. esmas uskesmas Pedesaan 215 0 215 mendapatkan
Terampil Hilisataro Desa Teluk . .
afirmasi
Kesimpulan:

a. Pelamar A dan C mendapatkan tambahan nilai karena melamar pada
Fasilitas Kesehatan dengan kriteria Terpencil dan atau Sangat Terpencil
b. Pelamar B dan D tidak mendapatkan tambahan nilai karena melamar

pada Fasilitas Kesehatan dengan Kriteria Perkotaan dan atau Pedesaan.

2. Kriteria Penambahan Nilai II

Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar
dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus
serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai
nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113
(seratus tiga belas).

Contoh simulasi:

Pelamar administrator kesehatan

Administrator Kesehatan termasuk jenis JF Kesehatan yang tidak
mensyaratkan STR, NAB kompetensi teknis adalah 158 (seratus lima puluh
delapan).

a. Pelamar A adalah pelaksana administrator kesehatan dengan Kualifikasi

Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat.

1) Pelamar A bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan
kontrak daerah (Non ASN) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
Sumatera Utara.

2) Pelamar A berusia 39 tahun dan telah bekerja sebagai pelaksana
administrator kesehatan selama 5 tahun di Kantor Dinas Kesehatan

Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.




3)

4)
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Pelamar A melamar pada formasi jabatan administrator kesehatan
ahli pertama di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan,
Sumatera Utara.

Pelamar A berusia diatas 39 tahun dan telah bekerja secara terus
menerus lebih dari 3 tahun sebagai Non ASN, sehingga Pelamar A
mendapatkan penambahan nilai sebesar 25% dikali 450 yaitu

sebesar 113 (seratus tiga belas).

Pelamar B adalah pelaksana administrator kesehatan dengan Kualifikasi

Pendidikan S1 Keperawatan.

1)

2)

3)

4)

Pelamar B bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan
sukarelawan (Non ASN) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi,
Sumatera Utara.

Pelamar B berusia 41 tahun dan telah bekerja sebagai pelaksana
administrator kesehatan selama 2 tahun di Kantor Dinas Kesehatan
Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Pelamar B melamar pada formasi jabatan administrator kesehatan
ahli pertama di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Sumatera
Utara.

Meskipun telah berusia 41 tahun, masa kerja pelamar B pada
tempatnya melamar saat ini adalah 2 tahun, sehingga Pelamar B

tidak mendapatkan penambahan nilai pada kriteria ini.

Pelamar C adalah pelaksana administrator kesehatan dengan Kualifikasi

Pendidikan D-IV Kebidanan.

1)

2)

3)

4)

Pelamar C bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan
kontrak daerah (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat Bawolato
Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

Pelamar C berusia 31 tahun dan telah bekerja sebagai pelaksana
administrator kesehatan selama S5 tahun di Pusat Kesehatan
Masyarakat Bawolato Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

Pelamar C melamar pada formasi jabatan Administrator Kesehatan
Ahli Pertama di Pusat Kesehatan Masyarakat Bawolato Kabupaten
Nias, Sumatera Utara.

Karena Pelamar C berusia dibawah 35 tahun, meskipun telah bekerja
secara terus menerus lebih dari 3 tahun sebagai Non ASN di Pusat
Kesehatan Masyarakat tempat bekerja saat ini, sehingga Pelamar C

tidak mendapatkan penambahan nilai pada kriteria ini.
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d. Pelamar D adalah pelaksana administrator kesehatan dengan

Kualifikasi Pendidikan S1 Keperawatan.

1) Pelamar D bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan
kontrak BLUD (Non ASN) di RSUD Porsea Kabupaten Toba,
Sumatera Utara.

2) Pelamar D berusia 36 tahun dan telah bekerja sebagai sebagai
pelaksana administrator kesehatan selama 3 tahun di RSUD Porsea
Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

3) Pelamar D melamar pada formasi jabatan Administrator Kesehatan
Ahli Pertama di RSUD Parapat Kabupaten Simalungun, Sumatera
Utara.

4) Pelamar D berusia diatas 35 tahun dan telah bekerja secara terus
menerus lebih dari 3 tahun sebagai Non ASN, Pelamar D melamar
pada RSUD yang bukan tempat bekerja sebagai Non ASN selama ini,
sehingga Pelamar D tidak mendapatkan penambahan nilai untuk

kriteria ini.

Masa kerja
No Nama Jabatan Usia Faskes Asal Fa(slli(lzsn:l:rng I::Ir(“e ':;t:::t CAT SKT  |Afirmasi (25%) Ng:!rl';l::_:_" NAB Keterangan
ini
Administrator Dinas Dinas
1 A Kesehatan Ahli 39 Kesehatan | Kesehatan | o 190 113 303 158 Mendapatkan
Pertama Kab. Nias Kab. Nias afirmasi
Selatan Selatan
Administrator Dinas Dinas Tidak
2 B Kesehatan Ahli 41 Kesehatan Kesehatan 2 (tahun) 185 0 185 158 mendapatkan
Pertama Kab. Dairi Kab. Dairi afirmasi
Administrator Tidak
3 c Kesehatan Ahli 31 Puskesmas |Puskesmas | g 197 0 197 158 mendapatkan
Bawomatalou |Bawomatalou . .
Pertama afirmasi
Tidak
mendapatkan
Administrator afirmasi, dan
4 D Kesehatan Ahli 36 RSUD Porsea |RSUD Parapat| 3 (tahun) 150 0 150 158 tidak lulus
Pertama seleksi
kompetensi
teknis
Kesimpulan :

a. Hanya Pelamar A yang mendapatkan tambahan nilai karena memenuhi
semua ketentuan pada kriteria ini yaitu berusia diatas 35 tahun dengan
masa kerja lebih dari 3 tahun dan melamar pada fasilitas kesehatan
tempatnya bekerja.

b. Pelamar B, Pelamar C dan Pelamar D tidak mendapatkan tambahan nilai
karena ketiga pelamar tersebut tidak memenuhi salah satu atau seluruh

ketentuan yang diberlakukan untuk kritera ini.
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3. Kriteria Penambahan Nilai II1

Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai

nonapatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas

persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam

puluh delapan)

Contoh simulasi:

Pelamar tenaga Nutrisionis

Nutrisionis termasuk jenis JF Kesehatan yang mensyaratkan STR dengan

NAB kompetensi teknis adalah O (nol).

a. Pelamar A adalah tenaga gizi dengan Kualifikasi Pendidikan D-III Gizi.

b.

C.

1)

2)

3)

Pelamar A bekerja sebagai tenaga gizi sukarelawan (Non ASN) di
Pusat Kesehatan Masyarakat Bawomatalou, Kabupaten Nias,
Sumatera Utara.

Pelamar A melamar pada formasi jabatan Nutrionis Terampil di
Pusat Kesehatan Masyarakat Bawomatalou Kabupaten Nias,
Sumatera Utara.

Pelamar A melamar pada Pusat Kesehatan Masyarakat tempat
bekerja sebagai Non ASN, sehingga Pelamar A mendapatkan

penambahan nilai sebesar 15% dikali 450 yaitu sebesar 68.

Pelamar B adalah tenaga gizi dengan Kualifikasi Pendidikan D-III Gizi.

1)

2)

3)

Pelamar B bekerja sebagai tenaga gizi kontrak daerah (Non ASN) di
Pusat Kesehatan Masyarakat Huta Rakyat, Kabupaten Dairi,
Sumatera Utara.

Pelamar B melamar pada formasi jabatan Nutrisionis Terampil di
Pusat Kesehatan Masyarakat Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera
Utara.

Pelamar B tidak melamar pada Pusat Kesehatan Masyarakat tempat
bekerja sebagai Non ASN, sehingga Pelamar B tidak mendapatkan

penambahan nilai pada kriteria ini.

Pelamar C adalah tenaga gizi dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Gizi

1)

2)

Pelamar C bekerja sebagai tenaga gizi kontrak BLUD (Non ASN) di
RSUD Kota Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat.
Pelamar C melamar pada formasi jabatan Nutrisionis Ahli Pertama

di RSUD Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat.
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3) Pelamar C melamar pada RSUD tempat bekerja sebagai Non ASN,
sehingga Pelamar C mendapatkan penambahan nilai sebesar 15%
dikali 450 yaitu sebesar 68.

d. Pelamar D adalah tenaga gizi dengan Kualifikasi Pendidikan D-IV Gizi.

1) Pelamar D bekerja sebagai tenaga gizi kontrak BLUD (Non ASN) di
RSUD KRT Setijonegoro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

2) Pelamar D melamar pada formasi jabatan Nutrisionos Ahli Pertama
di RSUD Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

3) Pelamar D tidak melamar pada RSUD tempat bekerja sebagai Non
ASN, sehingga Pelamar D tidak mendapatkan penambahan nilai

pada kriteria ini.

Afi i | Nilai Akhi
No Nama Jabatan Faskes Asal |Faskes yang dilamar| Validasi CAT SKT (|1r5r:1/:1)5| é:!r SKT" Keterangan

1la Nutr|5|o'n|s Puskesmas  |Puskesmas Valid 250 68 318 Mendapatkan
Terampil |Bawomatalou |Bawomatalou afirmasi
Tidak

2 (B Nutr|5|0_n|s Puskesmas Puskesmas Sumbul | Tidak Valid 220 0 220 mendapatkan
Terampil [Huta Rakyat

afirmasi
Nutrisionis
3|c Ahli RSUDKOta | psub Kota Banjar | Valid 215 68 og3  |Mendapatkan
Banjar afirmasi
Pertama
Nutrisionis Tidak
4 (D Ahli RSQ.D KRT RSUD Temanggung | Tidak Valid 275 0 275 mendapatkan
Setijonegoro . .
Pertama afirmasi
Kesimpulan:

a. Pelamar A dan C mendapatkan tambahan nilai karena memenuhi
kriteria, yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja
sebagai Non ASN.

b. Pelamar B dan D tidak mendapat tambahan nilai karena tidak
memenuhi kriteria, yaitu melamar pada fasilitas kesehatan yang

bukan tempatnya bekerja sebagai Non ASN.

4. Penambahan Nilai Kriteria IV
Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat
kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan
tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi

kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
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Contoh simulasi:

Pelamar tenaga kesehatan penyandang disabilitas

NAB kompetensi teknis pelamar tenaga kesehatan penyandang disabilitas

disesuaikan dengan Jenis JF Kesehatan pelamar, apakah mensyaratkan atau

tidak mensyaratkan STR.

a. Pelamar A adalah tenaga teknis kefarmasian penyandang disabilitas

dengan Kualifikasi Pendidikan D-III Farmasi.

1)
2)

3)
4)

5)

Pelamar A merupakan penyandang disabilitas pada tungkai kiri.
Pelamar A bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian kontrak BOK
(Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat

Pelamar melamar pada formasi jabatan Asisten Apoteker Terampil.
Jenis dan derajat disabilitas Pelamar A sudah tervalidasi oleh Pansel
dan dinyatakan valid, berdasarkan bukti yang diunggah oleh Pelamar
Pelamar A mendapatkan penambahan nilai sebesar 10% (sepuluh
persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45

(empat puluh lima)

b. Pelamar B adalah tenaga kefarmasian dengan Kualifikasi Pendidikan D-

III Farmasi.

1)
2)

3)
4)

5)

Pelamar B merupakan penyandang disabilitas pada tungkai kanan.
Pelamar B bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian sukarelawan
(Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat

Pelamar B melamar pada formasi jabatan Asisten Apoteker Terampil.
Jenis dan derajat disabilitas Pelamar B sudah tervalidasi oleh Pansel
dan dinyatakan tidak valid, berdasarkan bukti yang diunggah oleh
Pelamar

Pelamar B tidak mendapatkan penambahan nilai.

c. Pelamar C adalah tenaga epidemiolog Pusat Kesehatan Masyarakat

dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat

1)
2)

3)
4)

Pelamar C merupakan penyandang disabilitas pada tungkai kiri.
Pelamar C bekerja sebagai tenaga epidemiolog sukarelawan (Non ASN)
di Pusat Kesehatan Masyarakat

Pelamar C melamar pada formasi jabatan Epidemiolog Ahli Pertama.
Jenis dan derajat disabilitas Pelamar C sudah tervalidasi oleh Pansel
dan dinyatakan tidak valid, berdasarkan bukti yang diunggah oleh

Pelamar.
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5) Pelamar C tidak mendapatkan penambahan nilai.

R Hasil Afirmasi | Nilai Akhir
No| Nama Jabatan | Jenis Disabilitas Validasi CAT SKT (10%) CAT SKT Keterangan
Disabilitas Fisik :
Asisten
1 A Apoteker v 190 45 235 Mendapatkan
Teramoil Tuna Daksa afirmasi
PR (tungkai kiri)
Disabilitas Fisik :
Perawat Tidak
2 B ) X 185 0 185 mendapatkan
Terampil Tuna Daksa : :
. afirmasi
(tungkai kanan)
Disabilitas Fisik :
Epidemiolo Tidak
R N I I I A e
(tungkai kiri)

Kesimpulan:

a. Pelamar A mendapatkan tambahan nilai karena memenuhi kriteria dan
dinyatakan valid oleh Pansel berdasarkan hasil validasi terhadap
persyaratan yang diunggah

b. Pelamar B dan Pelamar C tidak mendapat tambahan nilai karena tidak

memenuhi kriteria atau dinyatakan tidak valid oleh Pansel berdasarkan

hasil validasi terhadap persyaratan yang diunggah

Penambahan Nilai Kriteria V

Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa

salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari

Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

a.
b.
C.

d.

€.

Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);

Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);

Nusantara Sehat Individu (NSI);

Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau

Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis
(PGDS);

mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling

tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).
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Contoh simulasi :

a.

Pelamar A adalah perawat dengan Kualifikasi Pendidikan D-III

Keperawatan.

1) Pelamar A bekerja sebagai perawat kontrak daerah (Non ASN) di
Pusat Kesehatan Masyarakat Bawolato, Kabupaten Nias Sumatera
Utara.

2) Pelamar A melamar pada formasi jabatan Perawat Terampil di Pusat
Kesehatan Masyarakat Bawolato Kabupaten Nias.

3) Pelamar A pernah melaksanakan pengabdian sebagai Pegawai Tidak
Tetap (PTT) Pusat dari Kementerian Kesehatan

4) Pelamar A mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dikali 450
yaitu sebesar 23.

Pelamar B adalah dokter spesialis anak dengan Kualifikasi Pendidikan

Profesi Dokter Spesialis.

1) Pelamar B bekerja sebagai Dokter Spesialis Anak kontrak (Non ASN)
di RSUD Porsea Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

2) Pelamar B melamar pada formasi Dokter Spesialis Anak di RSUD
Porsea Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

3) Pelamar B pernah melaksanakan pengabdian melalui Program
Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)

4) Pelamar B mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dikali 450
yaitu sebesar 23.

Pelamar C adalah bidan dengan Kualifikasi Pendidikan D-IV Kebidanan

1) Pelamar C bekerja sebagai Bidan kontrak (Non ASN) di RSUD
Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

2) Pelamar C melamar pada formasi jabatan Bidan Ahli Pertama di
RSUD Porsea Kabupaten Toba, Sumatera Utara

3) Pelamar C menyatakan pernah melaksanakan pengabdian melalui
Penugasan Khusus Nusantara Sehat Individu (NSI), namun Pansel
menyatakan tidak valid dari hasil validasi berdasarkan dokumen
bukti pengabdian yang diunggah.

4) Pelamar C tidak mendapatkan penambahan nilai untuk kriteria ini

Pelamar D adalah perawat dengan Kualifikasi Pendidikan D-III

Keperawatan

1) Pelamar D bekerja sebagai Perawat kontrak (Non ASN) di Pusat
Kesehatan Masyarakat Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.



2)

3)

4)
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Pelamar D melamar pada formasi jabatan Perawat Terampil di Pusat
Kesehatan Masyarakat Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.
Pelamar D pernah melaksanakan pengabdian melalui Penugasan
Khusus Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan
Kepulauan (Pensus DTPK) Kementerian Kesehatan

Pelamar D mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dikali 450

yaitu sebesar 23.

e. Pelamar E adalah dokter dengan Kualifikasi Pendidikan Profesi Dokter
1) Pelamar E bekerja sebagai Dokter kontrak daerah (Non ASN) di Pusat
Kesehatan Masyarakat Gattareng, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi
Selatan.
2) Pelamar E melamar pada formasi jabatan Dokter Ahli Pertama di
Pusat Kesehatan Masyarakat Gattareng, Kabupaten Bulukumba,
Sulawesi Selatan.
3) Pelamar E tidak pernah melaksanakan pengabdian melalui program
penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan
4) Pelamar E tidak mendapatkan penambahan nilai untuk kriteria ini.
: " : i a| : . Keteranga
No| Nama Jabatan Faskes Asal Faskes yang dilamar |Pengabdianfasil Valida] CAT SKT |firmasi (5%Akhir CATn
1 A Perawatc Puskesmas Bawolato | Puskesmas Bawolato [ Ex PTT v 190 23 213 M(Iendap.at
Terampil Afirmasi
Dokter
ol B Spesicfis RSUD Porsea RSUD Porsea | Ex PGDS v 185 23 208 |Mendapat
Ahli Afirmasi
Pertama
Epidemiolog Tidak
3 G Ahli RSUD Porsea RSUD Porsea Ex NS X 197 0 197  |Mendapat
Pertama Afirmasi
4 D PerawaF Puskesmas Singkohor [ Puskesmas Singkohor| Ex DTPK v 201 23 224 Mf:ndapat
Terampil Afirmasi
. Tidak
5 E Doldeg Alli Puskesmas Gattareng | Puskesmas Gattareng 195 0 195 |Mendapat
Pertama ; .
Afirmasi
Kesimpulan :

a. Pelamar A, Pelamar B, dan Pelamar D mendapatkan penambahan nilai

karena ketiga pelamar

tersebut

sudah pernah melaksanakan

pengabdian melalui program penugasan khusus dari Kementerian

Kesehatan

b. Pelamar C tidak mendapatkan penambahan nilai

karena tidak

memenuhi kriteria, dimana hasil validasi Pansel terhadap dokumen

bukti pengabdian yang diunggah dinyatakan tidak valid
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c. Pelamar E tidak mendapatkan penambahan nilai

karena tidak

memenuhi kriteria, pelamar tersebut tidak pernah melaksanakan

pengabdian melalui program penugasan khusus dari Kementerian

Kesehatan.

SIMULASI GABUNGAN

o Afirmasi f
. Kriteria Faskes | . . .. . | Masa . CAT Jumlah Akhir
No | Nama | Jabatan | Faskes Asal |Faskes yang dilamar e e Disabilitas | Usia Keria Pengabdian sk |Kriteria I Kriteria Nl Kriteria Il [Kriteria IV [Kriteria V[ Total Poin ALK
(35%) | (25%) (15%) (10%) (5%) Afirmasi
Asisten .
16 [Angteer (RERDLES  REURLUGS Toak ol 4 | g || 0 | o 68 0 23 01 366
. |Hilisimaetano  |Hilisimaetano Disabilitas tahun
Terampil
Asisten Ex
afb  [Apaiie [Pl [RuskasmasTaumh o) Disabiltas | 40 | *° | Nusantara | 260 | 158 | 13 | o 5 | 23 | 339 619
| Simuk Selatan tahun
Terampil Sehat
Adistep Puskesmas Puskesmas Teupah 1
3|6 Apoteker P Terpencil Disabilitas | 37 EXPTT | 255 | 158 U3 68 45 23 407 662
_ [Teupah Selatan |Selatan tahun
Terampil
Asisten :
40 [Bnaiske;(PSISTAE  (elemaTURN 5o ) b i, | 6 20 | 158 | 113 | 68 0 0 339 629
. |Teupah Selatan |Selatan Disabilitas tahun
Terampil
Asisten RSUD dr. 8 Ex
5 (B Apoteker . RSUD dr. Darsono Disabilitas | 49 Nusantara | 310 0 113 68 45 23 249 559
. |Darsono tahun
Terampil Sehat

Penjelasan Tabel:

Tabel diatas menjelaskan simulasi penambahan nilai kompetensi teknis bagi 5

(lima) orang pelamar tenaga kesehatan Non ASN dengan kualifikasi Pendidikan

D III Farmasi yang melamar PPPK JF Kesehatan pada formasi jabatan Asisten

Apoteker Terampil.

1. Pelamar A berasal dari RSUD Lukas Hilisimaetano, melamar ke RSUD Lukas

Hilisimaetano. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi secara sistem dan

oleh Pansel, pelamar A mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis

untuk:

a. Kriteria III yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja

sebagai Non ASN sebesar 68

b. Kriteria V yaitu sudah pernah melaksanakan pengabdian melalui

penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan sebesar 23

Nilai CAT untuk Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Pelamar A = 275

Total penambahan nilai kompetensi teknis untuk Pelamar A adalah 68 + 23

=91

Nilai akhir SKT Pelamar A adalah 275 + 91 = 366.

2. Pelamar B berasal dari Pusat Kesehatan Masyarakat Simuk, melamar ke

Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan. Setelah dilakukan verifikasi

dan validasi, secara sistem dan oleh Pansel, pelamar B mendapatkan

tambahan nilai kompetensi teknis untuk:
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a. Kriteria I yaitu melamar pada fasilitas kesehatan kriteria Terpencil sebesar
158

b. Kriteria II yaitu berusia lebih dari 35 tahun dan telah bekerja lebih dari 3
tahun secara berturut turut pada fasilitas kesehatan saat ini sebesar 113

c. Kriteria IV yaitu disabilitas sebesar 45
Kriteria V yaitu pernah melaksanakan pengabdian melalui penugasan
khusus dari Kementerian Kesehatan sebesar 23

Nilai CAT untuk Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Pelamar B = 280

Total penambahan nilai kompetensi teknis untuk Pelamar B adalah 158 + 113

+45+ 23 =339

Nilai akhir SKT Pelamar B adalah 280 + 339 = 619 ekuivalen dengan 450

(karena nilai akhir SKT tidak boleh melebihi batas nilai tertinggi SKT yaitu 450)

Pelamar C berasal dari Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan, melamar

ke Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan. Setelah dilakukan verifikasi

dan validasi Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, secara sistem dan oleh

Pansel, pelamar C mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis untuk:

a. Kriteria I yaitu melamar pada fasilitas kesehatan kriteria Terpencil sebesar
158

b. Kriteria II yaitu berusia lebih dari 35 tahun dan telah bekerja lebih dari 3
tahun secara berturut turut sebagai Non ASN di tempat bekerja saat ini
sebesar 113

c. Kriteria III yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja
sebagai Non ASN sebesar 68

d. Kriteria IV yaitu penyandang disabilitas sebesar 45

e. Kriteria V yaitu sudah pernah melaksanakan pengabdian melalui
penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan sebesar 23

Nilai CAT untuk Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Pelamar C = 255

Total penambahan nilai kompetensi teknis untuk Pelamar C adalah 158 + 113

+ 68 + 45 + 23 = 407

Nilai akhir SKT Pelamar C adalah 255 + 407 = 662 ekuivalen dengan 450

(karena nilai akhir SKT tidak boleh melebihi batas nilai tertinggi SKT yaitu 450)

Pelamar D berasal dari Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan, melamar

ke Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan. Setelah dilakukan verifikasi

dan validasi Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, secara sistem dan oleh

Pansel, pelamar D mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis untuk:

a. Kriteria I yaitu melamar pada fasilitas kesehatan kriteria Terpencil sebesar

158
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b. Kriteria II yaitu berusia lebih dari 35 tahun dan telah bekerja lebih dari 3
tahun secara berturut turut sebagai Non ASN di tempat bekerja saat ini
sebesar 113

c. Kriteria III yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja
sebagai Non ASN sebesar 68

Nilai CAT untuk Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Pelamar D = 290

Total penambahan nilai kompetensi teknis untuk Pelamar D adalah 158 + 113

+ 68 = 339

Nilai akhir SKT Pelamar D adalah 290 + 339 = 629 ekuivalen dengan 450

(karena nilai akhir SKT tidak boleh melebihi batas nilai tertinggi SKT yaitu 450)

Pelamar E berasal dari RSUD dr. Darsono, melamar ke RSUD dr. Darsono.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, secara sistem dan oleh Pansel, pelamar

E mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis untuk :

a. Kriteria Il yaitu berusia lebih dari 35 tahun dan telah bekerja lebih dari 3
tahun secara berturut turut sebagai Non ASN di tempat bekerja saat ini
sebesar 113

b. Kriteria III yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja
sebagai Non ASN sebesar 68

c. Kriteria IV yaitu penyandang disabilitas sebesar 45

d. Kriteria V yaitu sudah pernah melaksanakan pengabdian melalui
penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan sebesar 23

Nilai CAT untuk Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Pelamar C = 310

Total penambahan nilai kompetensi teknis untuk Pelamar E adalah 113 + 68 +

45 + 23 = 249

Nilai akhir SKT Pelamar E adalah 290 + 249 = 539 ekuivalen dengan 450

(karena nilai akhir SKT tidak boleh melebihi batas nilai tertinggi SKT yaitu 450).

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

K

[ DIREKTUR JENGE}
| TENAGA KESEHA!
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LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA
KESEHATAN

NOMOR HK.01.03/F/2268/2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI
PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI
TEKNIS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN PADA INSTANSI
PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2022.

BUKTI PENGABDIAN

A. PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PUSAT
Untuk PTT Kementerian Kesehatan:
1) yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai Masa

Bakti/Penugasan dari Pemerintah Daerah;

CONTOH YANG TELAH MELAKSANAKAN PENGABDIAN (PTT)

PSRRI G
Lo o5
ey

i

P PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KESEHATAN @

s

7

I INDRAGIRENG 2 PADANG HARAPAN I NGY UL 18328 [

TLLR (0736) 2420, 9 AN 0734 WIMD, 29200 147141 Ol a

LANGSUNG KADINKES 21008 Zrwi’, ¥

ol

"

b ]

SURAT KETERANGAN SELESAI_ MASA BAKTI %
NOMOR Sy "= “~°""")9

Bernt
“:‘\“ -\\-:\An Peraturan pemerintah Nomeor 1 Tahun 1984 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Kesehaton foerapambahan Lembwran Negara Republib Indonesia Nomor 1164) dan Keputusan Menters
an Repulhib Indonesia Nomor 132/ MENKIS/SK/ 11172005, tahwa kepada
Nama
Tompat/ Tanggal Lahie
Pendididan/Lutusan e xa-o2o 2
' : : - e e
Tempat Bertugas £ Puskesmas terman | Huba Kabupaten Refang Lebong

lf":":'l"r. Mulai Tanggal 01 SEFTEMBER 2017 Dinyatakan telah selesal melaksanakan Masa Bakti 1%
"

BCEELSal DS L e L e ]

Y AR AR S TN VAR TR S

DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAF

caTeT,

Dan kepada yang e M
yang bersanghutan kami ucapkan terima basih serts ghary, -
Melaksanakan Masa Bakti tersebut, e o st foin Jamny aeleee

"
i DIKELUARKANDI : BENGKULU =
PADA TANGGAL_: 39 NOVEMBER 2019 "
AN. MENTERI KESEHATAN RI g
KEPALA DINAS xmun»?/ i
PROYINSI BENGKULU | &
<

H._HEWVAN ANTONL SKM, M.Kes, M.Si
PEMBINW\ UTAMA MUDA
| NIP. 1941008 199702 1 001




-39 -

2) yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari

Kementerian Kesehatan

CONTOH YANG SEDANG MELAKSANAKAN PENGABDIAN (PTT)

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ®

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)

GERMAS

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... - . . IR
TENTANG
PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAT PEGAWAL TIDAK TETAP

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nemor 800/2340 tanggal 29 Agrit 2021;

Menimbang : 3. bahwa unkuk kelancaran tugas di dalam pelayanan kesehatan danggep perlu mengadakan pengangkatan Dokler
Gogi sebagai Pegawai Ticak Tetap;

batwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dpsndang cakap untuk
diangkat sebagai Dokter Gigi Pegawal Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;

Undang-Undang Nemor 36 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

. Undang-Undang Nomor 36 Tehun 2014;

. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawal Pemerintah dengan Perfanfian Kerja;
Keputusan Presiden Nomor 77 Tabun 2000;

Peraturan Mentert Kesehatan Nomoe 7 Tahun 2013 tanggal 9 Januan 2013,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 29 September 2015;

Keputusan Menteri Kesehazan Nomor HK.02.02/MENKES/412/2015 tanggal 2 November 2015;

b4

Mengingat

O@END oY AW N

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU : Teritung mulal tangga! 1 September 2021 mengengkat kembali Dokter Gigl sehagal Pegawai Tidak Tetap Pusat:
Nama
Tempat/Tanggal Lanir
NRPTT
Jenis Kelamin
Lulusan 3 4

Unk Kerja . Dines Kesshatan Provins Papua untuk diempatikan pada Kabupaten
Mevauke Kriteria Sangat Terpenc

KEDUA

. Masa penugasan sampal dengan 31 Agustus 2023 terhitung mulal tanggal Surat Pernyalzan Melaksanacan Tugas
dan Supat/Walkota u.p. Kepola Dinas Kesehatan Provins! setempat;

. Penghasian bersih gaji sebesar Rp.2.847,280,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh by dua ratus delapan
putuh rupiah) dan insentd sebesar Rp. 7.659.950,- (tujuh juta enam ratus fima puluh sembilan ribe sembian ratus
Ima puuh rupiah) yang berkaitan dengan Keputusan inl dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Cq
Kementerian Kesehatan R.I;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagal Pegawal Tidek Tetap tunduk pada ketertuan yang beraky;
KEEMPAT Keputusan Inl berlaku sefak terhitung mulal tanggal TMT ditetapkan;

KELIMA . Apatxla dikemudian harl ternyats terdapet kekeliruan dalam keputusan inl akan iadakan perbakan sebagaimana
mestinya;

As!l Keputusan Inl diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahut dan dipergunakan sebagamana mestinya.

Ditgtagian ¢l : Jakarta
“Padatanggal : 28 Agustus 2020
an. MENTERI KESEHATAN R
o Tv.\!ékmhﬁshndcral

L)
Hoan_ .

~KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan :

1, Menter| Keuangan u.p. Direitur Jenderal Anggaran di Jakarta;

2. Gubemur Papua di Jayapura;

3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Rl d Jakana;

4, Direktur Jerderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI o Jakarta;

5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehetan o Jakara,
6. Kepala Dinas Kesehatan Proving Papua di Jayapura;

7. Kepala Kantor Pefayanan Pertendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;

8. Kepata Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta,

9, Bendaharawan Gaj PTT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota teriai.
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B. WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS) / PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS (PGDS)
Untuk Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter
Spesialis (PGDS) yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai

Pengabdian dari Kementerian Kesehatan

f'ig fw

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN

PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
Nomor : DG.02.03/Il/ /28! | 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 98) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121), Bahwa:

Pesertn Pendayagunaan Dokter Spesialis penempatan di RS Umum Dacrah M. Th. Djaman Sanggau, Sanggau, Kalimantan Barat
Periode 01 Juni 2021 s.d. 31 Mei 2022
NRPGDS :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan Pendayagunaan Dokter Spesialis. Kepada yang bersangkutan disampaikan terima kasih
dan penghargaan atas jasa-jasanya.

Meri Kesehatan
dasal Tenaga Kesehatan

“drg; Arianti Anaya, MKM
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C. PENUGASAN KHUSUS NUSANTARA SEHAT
Untuk Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun
Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) adalah Surat Keterangan Selesai Masa

Tugas dari Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

JIKi Hayar Dewantara No Telp (0474) 32-489 , Fax (0474) 321489

MALILI 92981

SURAT KETERANGAN SELESAI MASA TUGA
Nomor - 440 /433% / DINKES

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

N

labatan

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Menerangkan Bahwa Tenaga ¥esehatan Nusantara Sehat Individu Periode V Tahun 2020 sesual
SK Pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Program Nusantara Sehat Individu Tahun
2020 yang tersebut di bawah ini:

Nama o

NRPK o

Jabatan : Tenaga Kefarmasian

Tempat Tugas . Puskesmas Parumpanai Kabupaten Luwu Timur

Telah nyata selesai mengabdi dan selesal melaksanakan tugas mulai tanggal penugasan 01
Oktober 2020 s/d 30 September 2022 dan melaksanakan tugas dengan baik di puskesmas
tempat bertugas dan kepadanya di berikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggh

tingginya

Dermikian surat keterangan selesai masa tugas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana

mestinya
Malili, 30 September 2022

An Xepala Dinas Kesehatan
Kabid Fasilitas Pelayanan Kesehatan
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KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN

KEPULAUAN (PENSUS DTPK)
Untuk Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK)

yang telah melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari

Kementerian Kesehatan.

7 @

) oS

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP.01.02.1.2.2488
TENTANG

AN P KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAERAH TERPENCIL, m'm«;au. P!RM?ASM DAN PULAU-HJI.AU KECIL TERLUAR

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca :dst;
. Menimbang 1 dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;
MEMUTUSKAN
Menetapkan  :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 Khusus Tenaga nomor Urut 12 :
Nama H
Tempat/Tanggal Lahir |
NRPK H
Jenis Kelamin H
Pendidikan + D-III Keperawatan
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi untuk pada
Kolaka Utara Puskesmas Pakue
Keterangan :
KEDUA 3 Tenaga yang untuk tugas
dan selesal 9 Mulai Tanggal 31 Desember 2011; .
KETIGA : Kepada Tenaga yang di biaya dari provinsi k
penugasan (pergi-pulang) dan insentif sebesar Rp. 2.500.000,
& ho Ayl Rp. M(Mmllmransmwplah)/onnwwm
KEEMPAT : Insentif dan biaya perjalanan Tenaga b i
m yang melalui Dinas
IMA + Semua biaya yang timbul akibat Belanja Negara
tersedia dan ms&dkﬁmmm B v ™o
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata K i
terdapat ki dalam inl akan
S " kepaca yang b untuk diketahul dan dipergur

Ditetapkan di  : Jakarta

Pada tanggal  : 15 Juni 2011

a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Kepala Biro Kepegawaian

NIP. 19520312 198103 1 004

. 19630128 198711 2 001

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

«/‘{&
<
@
= DIREKTYR JENDERAL |
*| TENAG

&
4\
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FORMULIR I

=>K0OP SURAT=<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJAY
MNomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
MNama
MNIP
Jabatan
Unit Kerja
dengan ini menerangkan bahwa:
MNama

Tempat/tanggal lahir

Pendidikan

Unit Kerja/lnstansi
telah melaksanakan tugas sebagai ... selama ... tahun
ceeeve.... bulan, terhitung mulai tanggal ............... sampai dengan tanggal ...............

dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

1 Syarat wajib
% Bagi jabatsn fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas! Kepsla Rumah Sakit/ Pejabat
Pimpinan Tinggi PratemaPejabat administrator/Direktun'Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia
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FORMULIR II

==KOP SURAT==<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN
MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS
SERTA MELAMAR. DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Mamar: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
MNama
NIP
Jabatan
Unit Kerja
dengan ini menerangkan bahwa:
MNama
Tempat/tanggal lahir
Usia
Pendidikan
Unit Kerjallnstansi

telah melaksanakan tugas sebagal ... selama ... tahun
__________ bulan secara terus menerus, mulai terhitung tanggal............ bulan.......
tahun ........... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benamya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

1) Bagi jabatan fungsiaral kesshatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit’ Pejabat Pimginan Tinggi
Pralama/Peabat admimistralonDirekiunKepala divisi yang membidangi sumber daya manusis
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FORMULIR III

=>K0OP SURAT=<
SURAT KETERANGAN
BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH
DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI

Momor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja
dengan ini menerangkan bahwa:
Nama
Tempattanggal lahir
Usia
Pendidikan
Unit Kerjallnstansi

masih melaksanakan tugas sebagal ... ... di L dan yang
bersangkutan melamar sebagai .......... di......... sampai dengan surat keterangan ini
Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

<

ama

1) Bagi jabatan fungsional kesshatan, ditandatangani oieh Kepala Pusiesmos/ Kepala Rumah Sakit' Pejabat Pimpinan Tinggi
Pralama'Peabatl administralonDirekiunKepala divisi yang membidangi sumber daya manusia
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FORMULIR IV

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Mama : Jenis Kelamin: LakilPerempuan’

Umur

MNIK

Ada Disabilitas - YalTidak”

Lokasi Disabilitas

= Susunan syaral pusal;
sabutkan
= Organ Penginderaan;
sabulkan
= Extremitas atas kanan/kiri'keduanya™
= Tangan dominan kanan'kiri’
= Estremitas bawah kanan/'kirikeduanya”
= Lain-lain

ANAMNESIS™

Riwayal disabilitas : - Sejak lahir, diagnosa
- Sesudah kecelakaan, pada lahun , diagnosa
- Sesudah sakil, pada tahun , diagnosa

Kemampuan mengurus diri &

- Mampu

- Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa
- Parlu bantuan penuh orang lain

3. Bepergian keluar rumah:
- Bisa sendirifperiu di antar anggota keluarga™

HASIL PEMERIKSAAN™
Janis Disabilitas:
a. Disabilitas Fisik
1) Amputasi (Tangan/Kaki)™
2] Kelemahan bagian alas anggola gerak alas dan bawah
3) Paraplagi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan
argan panggul)
4) Cerabral Paisy (CP)
b. Disabilitas Sensorik
1) Melra
a) Bufa lotal
b Parsapsi cahayallow vision
2] Rumngu
3] Wicara
c. Disabilitas Intelekiual
1) Disabilitas grahita
2) Down syndroma
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5.

a.

10.

d. Disabilitas Mental
1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas dan Gangguan Kepribadian) ™
2) Disabililas perkembangan (Autis/Hiperaktil}

Derajat Disabilitas Fisik -

1y Dwrajal 1: mampu melaksanakan aklivilas alau memperlahankan sikap dengan kesulitan

2) Derajal 2: mampu malaksanakan kegiatan alau memperahankan sikap dengan bantuan
alat bantu

3y Derajal 3: mampu melaksanakan aklivilas sebagian memerlukan banluan orang lain,
dangan atau anpa alat bantu

4) Derajal 4: dalam melaksanakan akfivitas, lerganiung panuh terhadap pengawasan orang
lain

5 Derajatl 5: lidak mampu malakukan akiivitas lanpa bantuan peniuh orang lain dan
tersadianya lingkungan khusus

Gy Derajal 6: tidak mampu panuh melaksanakan kegialan sehari-har maskipun dibantu
panuh arang lain

Kemampuan Maobillas:
1} Jalan/ jalan perlahanfjalan dengan alat bantutidak mamipu jalan™
2} Maik tangga/naik langga perlahanfidak mampu naik tangga”

Gangguan Extramitas atas:
1) Kanan: kekuatan 5/M4302/1/0
2} Kir: Kekualan 5/4/321/0
Gangguan Extremitas bawah:
1)  Kanan: kekuatan 54372110
2)  Kin kekuatan 5/:473/21

Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak", sebulkan

Penyakil lain : Ada/Tidak™, sebutkan

Pengobatan : AdaTidak™, sebutkan

Calatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa
Mama
MIP.

Keterangan:

*} = coret yang tidak perlu

**} =waijib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas




